SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan baik (clean and good governance) dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik kepada mayarakat serta untuk
melakanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi
Birokrasi pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Asahan Tahun 2022-2026;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Reencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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Menetapkan :

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peratruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Republik Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan,
Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 590);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten
Asahan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Asahan Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Asahan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022-
2026

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewnangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Asahan.

4. Road Map Reformasi Birokrasi adalah Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Asahan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan
Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Asahan

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

@

adalah rencan keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB 1I
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini Untuk memberikan arah pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan agar berjalan
secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB III
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Pasal 4
(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2022-2026
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB1 : PENDAHULUAN.
BABII : EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2017-2021.
BAB III : ANALIS LINGKUNGAN STRATEGIS.
BAB IV : RISALAH DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2022-2026.
BABV : MANAJEMEN PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI.
BAB VI : PENUTUP.
(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2022-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(3) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun
2022-2026 yang telah disusun pada Tahun 2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 90



